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Materi

• Sistem Manajemen Pembangunan
• Sistem Perencanaan Pembangunan
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan 

Daerah
• E_Government
• Anugerah Pangripta Nusantara 
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Proses Perencanaan

7

Pendekatan Politik: 
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana 
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of 
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: 
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh 
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional 
bertugas untuk itu.

Partisipatif: 
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, 
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: 
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
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8

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU 
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah 
(RPJP-Daerah)

Perda 
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah 
Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres 
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah 
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH 
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / 
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan 
Pimpinan KL 

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renstra 
SKPD)

Peraturan 
Pimpinan SKPD 
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP)

Per Pres 
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH 
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja 
Kementerian / Lembaga 
(Renja KL)

Peraturan 
Pimpinan KL 

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renja 
SKPD)

Peraturan 
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
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 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured 
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and 
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will 
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right 
time to influence many manage decision)
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Persyaratan Dokumen Perencanaan: 
SMART



Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang 
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta 
pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan 
pelaksanaannya.
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Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi 
seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi 

sumberdaya
• Penetapan standar dan 

pengawasan kualitas
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Apa Itu Pembangunan? 

13

Pembangunan adalah:
proses perubahan ke arah 
kondisi yang lebih baik 
melalui upaya yang 
dilakukan secara 
terencana.

Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels 

of living) setiap orang, baik 
pendapatannya, tingkat konsumsi 
pangan, sandang, papan, pelayanan 
kesehatan, pendidikan, dll. 

2. Penciptaan berbagai kondisi yang 
memungkinkan tumbuhnya rasa 
percaya diri (self-esteem) setiap 
orang. 

3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000
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How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

 antar daerah 
 antar sub daerah 
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam 

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa 
datang (berkelanjutan).
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Tantangan dalam Pembangunan Daerah

15

Koordinasi yang 
semakin baik antar 

stakeholders

Sarana dan 
Prasarana yang 
memadai dan 

berkualitas

Pemanfaatan 
sumber daya secara 

berkualitas

Dunia usaha yg 
kondusif

Peningkatan kapasitas
SDM

• Mengurangi 
ketimpangan

• Memberdayakan 
masyarakat 

• Mengentaskan 
kemiskinan.

• Menambah lapangan 
kerja.

• Menjaga kelestarian 
SDA
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PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk 
meningkatkan kapasitas 

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

 Memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, 

 Mengelola sumber daya 
ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan 
masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu 
kemampuan yang andal dan 

profesional dalam: 

Sehingga tercipta suatu 
lingkungan yang memungkinkan 

masyarakat untuk:

 Menikmati kualitas kehidupan 
yang lebih baik, maju, dan 
tenteram, 

 Peningkatan harkat, martabat, 
dan harga diri. 
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PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi 
Daerah

Pengelolaan 
Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan 
menciptakan lingkungan 
politik dan hukum yang 

kondusif bagi unsur-
unsur lain.

Mewujudkan penciptaan 
lapangan kerja dan 

pendapatan.

Penciptaan interaksi 
sosial, ekonomi dan 

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:
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Pergeseran Paradigma: 
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi 

negara untuk mengatur hal-hal 
publik, 

 Aktor di luarnya hanya dapat 
disertakan sejauh negara 
mengijinkannya.

 Persoalan-persoalan publik 
adalah urusan bersama 
pemerintah, civil society dan 
dunia usaha sebagai tiga aktor 
utama.
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Pelaku Pembangunan: 
Paradigma Governance

 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat 
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan 
Good.

Dunia Usaha 
Swasta Pemerintah Masyarakat

Nilai
Pertumbuhan

Redistibusi
Melalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja
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Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaan
transnasional

Organisasi
Antar Pemerintah

LSM
Internasional

Perusahaan
Lokal

Pemerintah
Lokal

LSM Lokal

Perusahaan
Nasional

Ormas/LSM
Nasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat 
Supranasional

Tingkat
Nasional

Tingkat 
Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)
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Pelaku Pembangunan: Stakeholders

Executive
Judiciary

Legislature
Public service

Military
Police

organized into:
Community-based organizations 
Non-governmental organizations

Professional Associations
Religious groups
Women’s groups

Media

Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations

Financial institutions 
Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS
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Troika
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Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, 
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, 
Bangsa, dan 

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance
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Sinergi Stakeholders
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Sinergi Stakeholders
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Konsep e-goverment
• E-gov merupakan suatu 

mekanisme interaksi baru 
(moderen) antara pemerintah 
dengan masyarakat dan kalangan 
lain yang berkepentingan 
(stakeholder); yang

• Melibatkan penggunaan teknologi 
informasi (terutama internet); 
dengan tujuan

• Memperbaiki mutu (kualitas) 
pelayanan.
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Implementasi
• Penyediaan sumber informasi

– Sangat penting dalam otonomi daerah
– Memberi informasi untuk investor
– Apa potensi daerah anda? Komoditas? Fasilitas? Kemudahan?
– Berapa jumlah SMU, Perguruan Tinggi beserta rangkingnya? 

Bagaimana dengan continuing education? Training center?
• Penyediaan mekanisme akses

– Penetrasi komputer (PC) & telepon masih rendah, biaya/harga mahal, 
daya beli rendah

– Menggunakan kios info di kantor dan tempat umum
• E-procurement (G2B)

– Transparansi
– Koordinasi antar institusi
– Teleconference menghilangkan batas ruang
– Rapat regional dapat dilangsungkan via teleconferencing
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Manfaat E_Govt
• Peningkatan pelayanan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat
• Pemberdayaan masyarakat
• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien
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Peran TIK dalam E-Government

Automasi Integrasi Enabler Trans-
former

Automasi
tugas-tugas

Integrasi proses
dan sumber daya

Cara-cara baru Tatanan dan
budaya TIK
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Peran TIK: Automasi

Pemakai melaksanakan 
tugas-tugasnya secara 
manual

Komputer membantu
pemakai melaksanakan 
tugas-tugasnya
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• Pembuatan dokumen-dokumen kerja
• Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb)
• Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan 

eksekutif)
• Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam 

jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb)
• Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar 

kerja, dsb)
• Transfer dan pengiriman data (secara elektronis)
• Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)

Peran TIK: Automasi
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Peran TIK: Integrator
Sistem Pelayanan Satu Atap

Pemakai melihatnya
sebagai satu layanan

• Banyak unit
• Kewenangan yang

berbeda-beda
• Proses birokrasi

yang berlainan
• Banyak data
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Integrasi: Pemakaian Data Bersama

Data
kependudukan

Data prasarana
fisik & fasum

Penanganan
bencana

Dinas
Sosial

Dinas
Kimpraswil

Dinas
Kependudukan

Data
kesehatan

Dinas
Kesehatan

Penanganan
KLB

Dinas
Kesehatan
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Integrasi: Komunikasi antar Aplikasi

Sistem dan aplikasi
dengan platform
(hardware, sistem
operasi, dan software)
yang berbeda-beda

Isu pokok: kebutuhan untuk saling berkomunikasi tanpa harus
mengetahui aspek internal dan memaksakan kesamaan platform
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Teknologi Integrasi

X

Y
Z

interface

implementasi
layanan

server
(service 
implementation)

client

akses

Aplikasi client tidak harus sama dengan aplikasi server.
Untuk mengkomunikasikan keduanya tidak perlu harus
mengetahui detil desain internal masing-masing.
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• Hak akses (siapa boleh 
mengakses apa)

• Keamanan sistem
• Format data
• Kepemilikan dan kewenangan 

terhadap data
• Koordinasi dan kesepakatan 

dalam integrasi

Isu-Isu dalam Integrasi
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Perencanaan TIK

If you fail to plan, you plan to fail

Efek dari kegagalan dalam perencanaan adalah
tidak tercapainya fungsi TIK sebagai pendukung

tugas/kegiatan, malah menjadi beban & pemborosan.
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Tahapan Perencanaan TIK

Tujuan
organisasi

Tujuan 
TIK

Analisis 
kondisi 
saat ini

Indikator 
dan 

sasaran

Program 
dan 

kegiatan

Timeline 
dan 

alokasi 
sumber 

daya

mencerminkan
peran strategis TIK
dalam mencapai
tujuan organisasi

dasar bagi
perencanaan

program-
program TIK

cara untuk mengetahui
keberhasilan pencapaian tujuan

implementasi
cara-cara

pencapaian
tujuan TIK

untuk keperluan
evaluasi dan
pemantauan
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• Efektifitas – menuju pada sasaran pencapaian tujuan  spesifikasi 
harus jelas

• Efisiensi – sumber dana yang tersedia selalu tidak tak terbatas 
alokasi yang optimal

• Kontinuitas – umumnya program-program TIK saling terkait 
konsistensi urutan implementasi program

• Keberlanjutan – terutama terkait dengan program-program 
berjangka panjang  kepastian anggaran dan sumber daya lainnya

Prinsip Desain Program TIK
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• TIK sebagai pendukung, bukan tujuan
– Jangan sampai terjebak oleh tujuan semu

• Perhatikan realitas yang ada
– Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan nilai-nilai yang 

berkembang di dalamnya
• Partisipasi masyarakat dalam program-program TIK

– Menumbuhkan rasa ikut memiliki
• Perhatikan kesederhanaan dan kemudahan

– Kesederhanaan akan menumbuhkan partisipasi

Prinsip Implementasi Program
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Pendahuluan
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• Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi 
salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 
pembangunan nasional. 

• Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan 
semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu 
dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan 
dalam perencanaan pembangunan.

• Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang 
berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. 

• Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan 
adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil 
menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. 



Tahapan dan Kriteria Penilaian RKPD 
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Penilaian Tahap I terhadap dokumen RKPD 
yang menghasilkan Daerah nominasi 
(BOBOT 30%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran

Penilaian Tahap II terhadap proses 
perencanaan Daerah nominasi (BOBOT 
30%)

1. Proses Perencanaan dari Bawah (bottom-
up)

2. Proses Perencanaan dari Atas (top-down)
3. Proses Perencanaan Teknokratik
4. Proses Perencanaan Politik 
5. Inovasi

Penilaian Tahap III melalui persentasi dan 
wawancara terhadap Daerah nominasi 
(BOBOT 40%)

1. Keterkaitan
2. Konsistensi
3. Kelengkapan dan Kedalaman
4. Keterukuran
5. Proses Perencanaan dari Bawah (bottom-

up)
6. Proses Perencanaan dari Atas (top-down)
7. Proses Perencanaan Teknokratik
8. Proses Perencanaan Politik 
9. Inovasi
10.Tampilan dan Materi Presentasi
11.Kemampuan Presentasi dan Penguasaan 

Materi



Kriteria Penilaian Tahap I
dokumen RKPD yang menghasilkan Daerah nominasi (Bobot 30%)
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NO. KRITERIA INDIKATOR
1. KETERKAITAN 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan: visi dan misi, 

strategi dan arah kebijakan RPJMD
2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD yang terkait dengan tujuan, sasaran, 

dan prioritas RKP
2. KONSISTENSI 3. Tersedianya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan isu strategis 

4. Tersedianya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan 
5. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan pagu anggaran SKPD 
6. Tersedianya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD dengan program/kegiatan 

SKPD 
3. KELENGKAPAN 

DAN KEDALAMAN
7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah
9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah 

kabupaten/kota
10.Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi 

tahun sebelumnya
11.Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi 

tahun sebelumnya
12.Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi 

tahun sebelumnya
13.Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi 

tahun sebelumnya
14.Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG’s berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya

4. KETERUKURAN 15.Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan dengan 
indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik 

16.Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya.



Kriteria Penilaian Tahap II
Verifikasi Proses Penyusunan RKPD (Bobot 30%)
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KRITERIA PARAMETER INDIKATOR
DARI BAWAH 
(BOTTOM-UP)

(25%)

1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota 
dalam penyusunan RKPD 

Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang 
menjadi kegiatan RKPD (12,5%)

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
RKPD

Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang 
RKPD (12,5%)

DARI ATAS (TOP-
DOWN) (20%)

3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD 
dan Prioritas Nasional dalam RKP

Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas 
pembangunan dalam RKPD dengan RKP (10%)

4. Sinergitas program dan kegiatan dalam 
RKPD dan RKP

Persentase program dan kegiatan RKPD yang mendukung 
RKP (10%)

TEKNOKRATIK
(20%)

5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data 
dan informasi dalam penyusunan RKPD

Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilengkapi 
dengan indikator kinerja (10%)

6. Kapasitas Perencana Daerah dalam 
Penyiapan RKPD

Tingkat kapasitas perencana Bappeda dalam penyusunan 
RKPD (10%)

POLITIK (20%)

7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi 
dalam penyusunan RKPD

Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan 
RKPD dengan usulan DPRD (10%)

8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD
Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan 
RKPD dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan 
pelaku usaha) (10%)

INOVASI (15%)

9. Inovasi pada proses perencanaan
Tingkat kapasitas Perencana Daerah  untuk melakukan 
inovasi pada proses perencanaan melalui  pendekatan non-
konventional (7,5%)

10. Inovasi pada kebijakan dan program 
pembangunan

Tingkat kapasitas Perencana Daerah  untuk melakukan 
inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, 
contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan 
(7,5%)



Kriteria Penilaian Tahap III
Presentasi dan Wawancara (Bobot 40%)
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No. KRITERIA BOBOT

1. KETERKAITAN 5%

2. KONSISTENSI 5%

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN 5%

4. KETERUKURAN 5%

5. DARI BAWAH (BOTTOM‐UP) 5%

6. DARI ATAS (TOP‐DOWN) 5%

7. TEKNOKRATIK 5%

8. POLITIK 5%

9. INOVASI 5%

10. TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI 
Visualisasi (tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT

25%

11. KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI 
pengetahuan tentang RPJMN 2015‐2019, institutional leadership, 
bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu

30%
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